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ABSTRACT

The management of the SISUKMA application at the Bekasi City Regional Secretariat is less than optimal,
not attractive and seems less serious as a system to measure the level of public satisfaction with public services.
Therefore, the focus of this study is to determine the effectiveness of the Public Satisfaction Survey System
(SISUKMA) application, to determine the inhibiting factors of the SISUKMA application in improving services at
the Bekasi City Regional Secretariat and to determine what strategies make SISUKMA effective in improving
services to the public. The researcher uses the theory of effectiveness measurement by Sutrisno with five dimensions,
namely program understanding, right on target, on time, achievement of goals and real change. This research uses a
qualitative descriptive research method. Research data was collected using observation, interview and documentation
techniques and then processed through data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. This
research uses data analysis, namely triangulation of data sources and the analysis method in this research uses
SWOT and the SWOT Matrix. The research results show that the effectiveness of the Community Satisfaction
Survey System (SISUKMA) application in improving services at the Bekasi City Regional Secretariat is quite
effective. This can be seen from the five dimensions of effectiveness showing that 3 dimensions are right on target,
on time and real changes are effective. However, two dimensions, namely understanding the program and achieving
goals, show less effective results. There are several inhibiting factors such as limited number of human resources, lack
of public awareness of actively participating in the implementation of SKM with the SISUKMA application,
unstable internet connection and limited employee competency. A strategy that can be used as a priority in
overcoming factors inhibiting the effectiveness of the SISUKMA application is a growth oriented strategy that focuses
on strengths - opportunities (S-O).
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PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan
menjalankan peran sebagai organisasi publik nonprofit yang memberikan pelayanan publik kepada
masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan
didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik umum ataupun kebutuhan para pencari
keadilan terhadap putusan yang berkualitas. Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan
kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat para
pencari keadilan yang memiliki karakteristik kebutuhan publik yang perlu pengaturan dalam
pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan
kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam
pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana
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pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan
yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian.
Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana
Pelayanan publik cenderung bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari pelayanan yang baik. Hal ini
menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya
upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang
terpacunya pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan.

Efektivitas sering digunakan sebagai konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi
bertujuan untuk menghasilkan (Moningka, 2014). Organizational effectiveness (efektivitas organisasi)
dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi,
pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak
positif bagi masyarakat. Sedangkan Steers (dalam Hasibah et al., 2022) mengemukakan bahwa efektivitas
merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana
tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta
tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Menurut Agung (dalam May, 2022)
bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar
kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Ukuran efektivitas dapat dilihat dari keberhasilan program, keberhasilan saran, kepuasan
terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh sehingga efektivitas program
dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, sebab efektivitas juga
dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan
semua tugas-tugas pokok untuk mencapai sasaran yang ditentukan sebelumnya (May, 2022). Dengan
demikian, bahwa efektifitas pelayanan publik berbasis aplikasi harus dapat terimplementasi secara baik
agar mampu menghasilkan outcome yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
pada setiap instansi pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

SISUKMA merupakan platform Survei Kepuasan Masyarakat yang membantu kegiatan
pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau
kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik secara periodik.
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar
Pelayanan Publik, Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai penyelenggara pelayanan publik
melaksanakan survei untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat secara terpadu. SISUKMA hadir
agar Survei Kepuasan Masyarakat dapat disajikan secara online sehingga lebih mudah diakses oleh
masyarakat selaku penerima layanan.

Pelayanan publik yang memanfaatkan aplikasi secara online memiliki manfaat yang luas bagi
pemerintah dan masyarakat karena aplikasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat secara efektif dan
efisien (Novriandi et al., 2020) dan memberikan kemudahan bagi masyarakat (Belina & Habibah, 2019).
Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Ageng et al., 2019) bahwa penerapan sistem informasi yang
diterapkan secara online memberikan dampak perubahan terhadap kinerja pemerintah dan juga
berdampak bagi masyarakat mengingat sistem yang terintegrasi secara online tersebut dibuat dengan
tujuan agar kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Beberapa aspek penting yang perlu diterapkan dalam
mendukung efektivitas pelayanan berbasis aplikasi adalah adanya sumber daya yang memadai baik
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manusianya, anggarannya hingga sarananya disamping dibutuhkan juga kesesuaian penerapan
pelayanan yang mempedomani prosedur (Enitasari & Hartati, 2019). Di samping itu, intensitas dari
sosialisasi terkait dengan adanya aplikasi pelayanan perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah
mengingat melalui sosialisasi maka dapat menjangkau masyarakat secara komprehensif (Oktavias &
Rosdian, 2019). Adapun dasar hukum SISUKMA ini yaitu KEPWAL No. 067/Kep.686-Org/X11/2021
tentang Pemanfaatan Sistem Survei Kepuasan Masyarakat Kota Bekasi. Berikut ini adalah grafik nilai
IKM per unsur dan nilai IKM pada seluruh layanan berdasarkan hasil Laporan Survei Kepuasan
Masyarakat Semester II Tahun 2023 yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
Grafik 1 IKM Per Unsur Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi Semester 2 Tahun 2023
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Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per unsur pada
Sekretariat Daerah Kota Bekasi di semester 2 tahun 2023 masih terdapat tiga unsur yang memiliki nilai
terendah yaitu Sarana dan Prasarana (U8) mendapatkan nilai 3,44 sebagai nilai terendah pertama.
Selanjutnya Waktu Pelayanan (U3) mendapatkan nilai 3,462 sebagai nilai terendah kedua dan
Persyaratan (U1) mendapatkan nilai 3,491 sebagai nilai terendah ketiga. Dari survey lapangan yang
dilakukan, penulis memperoleh informasi bahwa masih kurang optimalnya pelaksanaan sistem
penilaian sebagai upaya untuk mengetahui kepuasan masyarakat berkaitan dengan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat di Pemerintah Kota Bekasi.

Perbedaan tersebut akan memberikan dampak terhadap efektivitas aplikasi, sebab jika terlalu
lama pengguna menggunakan aplikasi tersebut untuk memberikan penilain terkait kualitas layanan
dikhawatirkan akan menyita waktu pengguna dan terjadi ketidak-fokusan terhadap apa yang
dipertanyakan dalam kuesioner di aplikasi SISUKMA. Berdasarkan hal tersebut maka pentingnya bagi
penyedia aplikasi untuk memperhatikan aspek-aspek terkait penggunaan aplikasi ini seperti kemudahan
penggunaan, keterjaminan data dan kualitas layanan yang ada agar mampu menghasilkan survey
kepuasan pelayanan publik yang objektif, valid serta reliabel. Karena bagaimana pun aplikasi ini
digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Menyadari pentingnya pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
yang dilaksanakan berbasis aplikasi SISUKMA memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan
dengan melihat hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per unsur pada Sekretariat Daerah Kota
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Bekasi sehingga dapat dijadikan pedoman dalam upaya perbaikan. Sebab, keberhasilan suatu sistem
dapat dilakukan dengan melihat efektivitas dari sistem tersebut, apakah dapat mempermudah pekerjaan
pengguna ataukah tidak sehingga akan dapat dijadikan ukuran dalam menilai Indeks Kepuasan
Masyarakat. Dalam meminimalisir permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat melalui aplikasi SISUKMA, maka perlu diteliti lebih lanjut untuk memaksimalkan
efektivitas aplikasi tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas hasil survey kepuasan masyarakat.

Efektivitas menunjukkan sebuah kesuksesan ataupun kegagalan pencapaian tujuan. Menurut
Agusti dan Mahmudi (2021) bahwa: Efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan atau bisa juga
dikatakan sebagai ukuran sejauh mana tingkat hasil, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas
juga berkaitan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sebuah perusahaan sehingga suatu
kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan
memberikan pelayanan publik dengan baik. efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian
tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya

Sedangkan efektivitas menurut Salahudin dkk (2020) yaitu: Ukuran berhasil tidaknya suatu
organisasi mencapai tujuanya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi
tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.
Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program
atau kegiatan

Efektivitas yakni suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target
kebijakan (hasil guna). Dengan arti lain, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan
tujuan atau sasaran yang harus dicapai (Ekasari, 2020). Efektivitas menurut Siagian dalam Annas (2017),
merupakan penggunaan sumber daya yang tersedia, sarana dan prasarana dalam skala tertentu, hal ini
bertujuan untuk menghasilkan beberapa barang dan jasa yang sedang dijalankan. Tepat atau tidaknya
sasaran yang telah ditentukan merupakan salah satu tolak ukur dari Efektivitas kegiatan tersebut.

Menurut Hidayat dalam Rinaldi (2021), efektivitas merupakan sesuatu dimensi yang
menerangkan seberapa jauh tujuan (kuantitas, mutu serta waktu) sudah dicapai. Di mana terus menjadi
besar persentase tujuan yang dicapai, kian besar efektivitasnya. Efektivitas mengukur sejauh mana hasil
yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Setiawan & Maghfirah, 2021).

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disintesa bahwa efektivitas adalah
ukuran berhasil tidaknya tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau kegiatan lainnya.

Menurut Makmur dalam Setiowati (2023) bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal

yaitu: 1) Ketepatan penentuan waktu. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat
keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan; 2) Ketepatan perhitungan biaya.
Ketetapan dalam perhitungan biaya berarti tepat dalam memanfaatkan biaya terhadap suatu kegiatan,
sehingga tidak akan mengalami suatu kekurangan sampai kegiatan tersebut selesai; 3) Ketepatan dalam
pengukuran. Ukuran keberhasilan dalam sebuah kegiatan menjadi kunci terlaksananya suatu efektivitas
yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan; 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan. Kesalahan dalam
memilih atau menentukan suatu pilihan menjadi salah satu gambaran ketidakefektivan sutau kegiatan,
sehingga langkah ini menjadi hal yang perlu dan wajib dipertimbangkan.; 5) Ketepatan berpikir.
Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivan sehingga memberikan hasil yang maksimal; 6)
Ketepatan dalam menentukan tujuan. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas
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pelaksanaan kegiatan tersebut; 7) Ketetapan sasaran. Berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan tak lepas
dari tepat atau tidaknya sasaran yang ditujukan suatu organisasi atau individu tersebut.

Untuk lebih memahami konsep efektivitas lebih detail dan terarah, para ilmuan
mengemukakan macam-macam bentuk pendekatan sebagai berikut (Mardila, 2022): 1) Pendekatan
Sasaran atau Tujuan (The Goal Optimization Approach). Pendekatan sasaran atau tujuan adalah suatu
usaha dimana memastikan seberapa jauh tujuan atau sasaran sebuah organisasi dapat terwujud atau
terpenuhi. Efektivitas merupakan sebuah konsep yang penting dikarenakan dapat memberikan
gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan para peserta
yang telah melaksanakan program, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sasaran yang penting dalam pengukuran efektivitas melalui pendekatan ini adalah sasaran yang realistis
untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi, dengan memperhatikan permasalahan
yang timbul dengan memfokuskan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur
keberhasilan program. Dengan demikian, pendekatan sasaran ini mencoba mengukur sejauh mana
lembaga dengan program yang dijalankan dapat berhasil merealisasikan sasaran yang akan dicapai; 2)
Pendekatan Sistem (System Resource Approach). Pendekatan sistem adalah pendekatan yang mengukur
efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang
dibutuhkannya. efektivitas suatu lembaga dapat dikukur melalui sejauh mana unsur yang terdapat pada
sistem dapat berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya; 3) Pendekatan
Keputusan Partisipasi (Participant Satisfaction Model). Pendekatan keputusan partisipasi memandang
sebuah organisasi dikatakan efektif apabila tiap individu yang terlibat dapat berpartisipasi dan mencapai
kepuasan yang diharapkan dari program yang telah dilaksanakan.

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa dalam mengukur efektifitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator
menurut (Sutrisno, 2007), yaitu: 1) Pemahaman program. Dalam menjalankan sebuah kebijakan yang
disusun oleh sebuah organisasi, khususnya organisasi pemerintahan tentunya diperlukan kemampuan
dari masing-masing individu di dalamnya, termasuk juga bagaimana cara pemerintah memberikan
pemahaman kepada masyarakat terkait dengan program yang sedang di jalankan, pemahaman program
bisa mencakup mengenai proses sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat
mengetahui apa manfaat dari program yang akan dijalankan oleh pemerintah yang dimana tujuan
diciptakannya untuk masyarakat; 2) Tepat sasaran. Tepat sasaran yang dimaksud adalah dimana
pelaksanaan program yang dijalankan memiliki skala prioritas terhadap kebutuhan apa yang
dibutuhkan masyarakat; 3) Tepat waktu. Pengerjaan yang dilakukan terhadap sebuah program tentunya
memiliki standar operasional kerja pada masing-masing kebijakan program tersebut. Ketetapan waktu
dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila dikatakan efektif jika
pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan
program maka semakin efektif program dapat terealisasi; 4) Tercapainya tujuan. Dalam merencanakan
sebuah program kerja tentunya akan ditetapkan terlebih dahulu masing-masing tujuan yang dijalakan
dalam program tersebut, dalam hal ini maksud dari indikator ini adalah untuk mencari tau apakah
setelah program selesai dilaksanakan hasil yang di dapat sudah sesuai dengan target tujuan yang sudah
ditetapkan sebelumnya atau sebaliknya; 5) Perubahan nyata. Bagian akhir dari pelaksanaan sebuah
program tentunya melihat perbandingan antara sebelum dilaksanakannya program dan sesudah
selesainya program tersebut di laksanakan dengan demikian pelaksana dapat melihat perubahan yang
terjadi apakah benar sesuai dengan target atau justru tidak memberikan perubahan.
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METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, yaitu informasi yang dipakai ialah informasi
kualitatif (informasi yang tidak terdiri dari angka- angka) melainkan berbentuk cerminan serta perkata
Rahmat (2018). Ada pula dengan cara terminologi pendekatan kualitatif merupakan tata cara yang
mana hasil studi lebih bertepatan dengan pemahaman kepada informasi yang ditemui di lapangan
(Sugiyono, 2018). Studi kualitatif pula bisa dimaksud selaku studi yang mempunyai tujuan guna
menguasai kejadian mengenai suatu yang dirasakan oleh obyek studi dengan cara holistik serta di
diskripsikan dengan wujud perkata serta bahasa. Pada kondisi spesial yang alami dengan memakai tata
cara objektif (Moleong, 2022).

Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2022), bahwa: Metode
deskriptif kualitatif diartikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena
tentang apa yang dialami dan terjadi serta dirasakan oleh subjek yang dijadikan sebagai penelitian secara
menyeluruh yang dapat menghasilkan sebuah data secara deksriptif berupa kata- kata ataupun lisan.
Sedangkan menurut Winarta (2006) bahwa: Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis,
menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari
sumber data atau subjek dan objek penelitian yang berupa hasil wawancara atau pengamatan yang
dilakukan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan secara langsung.

Alasan peneliti mengunakan metode penelitian deksriptif kualitatif dikarenakan dalam
penelitian ini rangkaian kegiatan dalam memperoleh data bersifat apa adanya dan dideskripsikan dalam
bentuk kata-kata serta tanpa ada dalam kondisi tertentu dan hasilnya lebih menekankan makna. Hasil
dari penelitian ini mengambarkan secara rinci atas jawaban yang diperoleh langsung dari informan
Teknik pengambilan data dilakukan dalam bentuk wawancara secara langsung kepada informan. Dalam
penelitian ini informan dan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci.

PEMBAHASAN
Efektivitas Aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SISUKMA) Dalam Meningkatkan
Pelayanan Di Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Untuk mengetahui efektivitas Aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SISUKMA) dalam
meningkatkan pelayanan di Sekretariat Daerah Kota Bekasi, maka peneliti melakukan pengumpulan
data dengan cara wawancara dengan informan kunci yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Bagian TU dan
Staff pelayanan serta informan pendukung yaitu beberapa masyarakat pengguna aplikasi SISUKMA.
Selain itu, peneliti melakukan dokumentasi berdasarkan studi lapangan dan studi pustaka Dalam proses
observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian serta data yang bersumber dari
sistem aplikasi SISUKMA. Untuk mengetahui Aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat
(SISUKMA) dalam meningkatkan pelayanan di Sekretariat Daerah Kota Bekasi maka peneliti
menggunakan kriteria pengukuran efektivitas berdasarkan teori yang bersumber pada Sutrisno (2007)
dengan dimensi - dimensi berikut dan diperoleh hasil yaitu:
Pemahaman Program

Penggunaan aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SISUKMA) tidak perlu harus
menyediakan tablet dan scanner. Karena sebagai penggantinya juga bisa menggunakan komputer, laptop
ataupun HP jenis android maupun iphone melalui akses lewat browser dengan mengetik
https://sisukma.bekasikota.go.id. Dalam prakteknya, maka tingkat pemahaman pada program aplikasi
ini harus lah baik. Dalam pelaksanaan program, semua pihak yang bersangkutan harus memahami

72


https://sisukma.bekasikota.go.id/

JurnalKajianPemerintah(JKP) P-ISSN:2442-7292

Journal of Government, Social and Politics E-ISSN:2721-9232
Volume 11 Number 2 Oktober 2025

maksud dan tujuan program tersebut. Suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak, tergantung
pada seberapa baik program tersebut memperhatikan kelompok sasaran. Ukuran yang menjadi acuan
guna mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman program yaitu dengan pemahaman terhadap
program yang berjalan dan pemahaman terhadap sosialisasi program dalam penerapan aplikasi

SISUKMA.

Pemahaman Terhadap Program Yang Berjalan

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka
penyelenggara pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi dituntut untuk memenuhi
harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur
pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari
berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya
keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi
adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan
survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat
pengguna layanan. Mengingat layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan
Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei
yang seragam. Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi
selaku unsur pembina pelayanan publik melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
unit pelayanan publik selaku Penyedia Layanan Publik (Public Services Provider) melalui Sistem Informasi
Survei Kepuasan Masyarakat (SISUKMA).

Pemahaman program yang berjalan ini mengacuh pada sejauh mana pihak yang terlibat
memahami dengan baik program aplikasi SISUKMA yang diterapkan. Dan juga dengan adanya program
ini maka rencana yang sudah disusun oleh pihak organisasi dapat berjalan dengan baik dengan
memperhatikan sasaran yang telah menjadi target dalam program ini. Untuk mengetahui lebih jelas
dari program aplikasi SISUKMA maka peneliti melakukan wawancara. Adapun wawancara dengan
Bapak Drs. Junaedi selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi mengenai sejauh mana tingkat pemahaman
para pegawai pada program aplikasi SISUKMA, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau berbicara tentang pemahaman pegawai khususnya pada admin SISUKMA dan seluruh

SKPD Kota Bekasi ini saya rasa semuanya sudah sangat paham karena semenjak aplikasi

SISUKMA ini diterapkan, sosialisasi, pelatihan, edukasi itu selalu dilaksanakan oleh Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah ini, kita sosialisasikan keseluruh SKPD sebagai pengguna layanan

bahwa aplikasi SISUKMA ini merupakan sebuah aplikasi untuk menilai kinerja pelayanan

publik sehingga pada nantinya masyarakat atau pengguna merasa puas dengan pelayanan yang

diterima oleh setiap SKPD” (wawancara bersama Bapak Drs. Junaedi, Selasa 22 Oktober 2024,

Pukul: 10.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penulis mengambil sebuah sintesa bahwa dalam
pengimplementasian aplikasi SISUKMA ini telah dipahami oleh seluruh SKPD Kota Bekasi. Hal ini
dibuktikan juga dengan hasil wawancara bersama Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota
Bekasi Bapak Zalaludin yang mengatakan bahwa:

“SISUKMA ini merupakan sebuah inovasi yang bermanfaat untuk mengukur tingkat kualitas

pelayanan yang kami berikan. Selain itu juga bahwa aplikasi ini memiliki manfaat seperti lebih

73



JurnalKajianPemerintah(JKP) P-ISSN:2442-7292

Journal of Government, Social and Politics E-ISSN:2721-9232
Volume 11 Number 2 Oktober 2025

menghemat waktu dan biaya.” (wawancara bersama Bapak Zalaludin, Rabu 23 Oktober 2024,

Pukul: 12.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa aplikasi SISUKMA merupakan
aplikasi pengembangan survei kepuasan masyarakat dari semula bersifat manual menjadi quick survey
yang mampu melihat seluruh kinerja pelayanan. Terjadinya kepuasan tersebut berdasarkan pelayanan
yang diberikan oleh bagian pelayanan khsususnya staff pelayanan tata usaha. Pelayanan yang dilakukan
oleh staff pelayanan tata usaha harus tepat dan mampu meyakinkan pengguna tanpa terjadi kesalahan
yang berulang atau mengecewakan.

Pemahaman Terhadap Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program. Hal tersebut
dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan penyelenggara terkait aplikasi SISUKMA dalam
melakukan sosialisasi tersebut, sehingga informasi aplikasi SISUKMA dapat tersampaikan kepada
masyarakat sebagai penerima program. Sosialisasi mengenai aplikasi SISUKMA telah dilakukan oleh
bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi dengan peserta yang turut hadir dalam sosialisasi
terdiri dari seluruh SKPD Kota Bekasi sampai dengan staff serta yang terkait dalam aplikasi SISUKMA.
Tujuan pelaksanaan sosialisasi aplikasi SISUKMA adalah untuk mensukseskan aplikasi tersebut guna
mengembangkan kualitas survey kepuasan masyarakat.

Sebagaimana dikatakan oleh Staff pelayanan TU Sekretariat Daerah Kota Bekasi Ibu Yumi
Salsabila, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam mengimplementasikan aplikasi tersebut pihaknya akan melakukan sosialisasi secara

intens bagi seluruh SKPD. Dimana tujuannya antara lain, demi menyamakan persepsi bagi

pimpinan SKPD terhadap manfaat dan implementasi SISUKMA dalam penyelenggaraan
administrasi persuratan di SKPD masing-masing” (wawancara bersama Ibu Yumi Salsabila,

Kamis 24 Oktober 2024, Pukul: 13.15 WIB).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Bagian TU Bapak Zalaludin yang mengatakan
bahwa:

“Sosialisasi, Pelatihan dan edukasi tentang SISUKMA selalu dilaksanakan ke setiap SKPD yang

ada di Kota Bekasi, jadi untuk sosialisasi itu semua sudah tau dan sudah paham. Bentuk

sosialisasinya yaitu pertemuan tatap muka secara langsung” (wawancara bersama Bapak

Zalaludin, Rabu 23 Oktober 2024, Pukul: 14.25 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut, terkait pemahaman program aplikasi
SISUKMA pada setiap SKPD sudah berjalan dengan baik. Namun, berbeda pendapat dengan staff
pelayanan TU yang lain bahwa untuk sosialisasi program aplikasi SISUKMA tidak melakukan sosialisasi
secara langsung kepada masyarakat tetapi hanya dilakukan sosialisasi secara masif kepada setiap SKPD
untuk ditindak lanjuti program tersebut. Berikut pernyataan Bapak Sharoon Ahmad Zainuddin:

“Sosialisasi dengan mengumpulkan seluruh SKPD dalam sosialisasi tentang program

penggunaan aplikasi SISUKMA untuk memberikan informasi kepada masyarakat pengguna

layanan dari setiap SKPD” (wawancara bersama Bapak Sharoon Ahmad Zainuddin, Kamis 24

Oktober 2024, Pukul: 14.35 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa untuk sosialisasi kepada
masyarakat tidak dilakukan secara khusus oleh bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi akan
tetapi dilakukan oleh setiap SKPD. Berdasarkan hal ini maka tingkat pemahaman program aplikasi
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SISUKMA dikatakan kurang karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, maka
masyarakat tidak tahu menahu soal adanya program aplikasi SISUKMA ini.

Tepat Sasaran

Tepat sasaran program adalah sejauh mana pengguna program tepat dengan sasaran yang sudah
ditentukan sebelumnya. Tepat sasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan berhasil
tidaknya suatu program, dalam pelaksanaan program yang ingin dilihat adalah ketepatan sasarannya
apakah sudah sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya atau sebaliknya. Ukuran yang
menjadi acuan guna mengetahui sejauh mana tingkat ketepatan sasaran program yaitu skala priorotas
dan kebutuhan masyarakat dalam penerapan aplikasi SISUKMA.
Skala Prioritas

Skala prioritas merupakan suatu konsep penting dalam manajemen waktu dan pengambilan
keputusan. Pada dasarnya, skala prioritas adalah sebuah sistem pengurutan berbagai tugas, kegiatan,
atau kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Dengan kata lain, skala prioritas
membantu seseorang untuk menentukan mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda.
Dimana, saat ini tuntutan masyarakat semakin besar kepada perangkat daerah sebagai organisasi
penyelenggara pelayanan publik maupun sebagai aparatur negara, agar kita dapat memberikan
pelayanan prima, meliputi pelayanan yang cepat, tepat, ramah, sopan dan hormat, memiliki rasa
antusiasme dan responsive yang tinggi, serta memiliki kemampuan yang mumpuni dan sebagainya.

“Kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama kami dalam pelayanan. Kami harus dapat

memahami apa yang dibutuhkan dan diharapkan SKPD maupun masyarakat dari pelayanan

publik" (wawancara bersama Bapak Drs. Junaedi, Selasa 22 Oktober 2024, Pukul: 10.20 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa prioritas penerapan aplikasi
SISUKMA agar masyarakat dengan mudah menyampaikan keluhan, baik secara langsung maupun
media massa dan jejaring sosial kepada selain itu juga bahwa aplikasi ini mempermudah unit
penyelenggara pelayanan publik dan mewujudkan pelayanan yang optimal. Lebih lanjut Bapak Drs.
Junaedi menyatakan bahwa:

“Kami berharap aplikasi SISUKMA dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik,

memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kepuasan

masyarakat” (wawancara bersama Bapak Drs. Junaedi, selasa 22 Oktober 2024, Pukul: 10.20

WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya aplikasi ini mampu
meningkatkan kinerja pelayanan publik pada setiap SKPD.

Kebutuhan Masyarakat

Urgensi kebutuhan masyarakat terkait aplikasi SISUKMA (Sistem Survei Kepuasan Masyarakat)
merupakan prioritas utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan
akses mudah dan cepat ke informasi pelayanan publik yang akurat dan terkini. Hal ini memungkinkan
masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan
keputusan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya juga sangat
dibutuhkan. Masyarakat ingin mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan apakah sumber daya
tersebut dimanfaatkan secara efektif.
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Pengukuran kualitas pelayanan publik dan evaluasi kinerja pemerintahan juga merupakan
kebutuhan penting. Masyarakat ingin mengetahui seberapa baik kinerja pemerintah dan apakah
pelayanan publik memenuhi standar yang diharapkan. Integrasi data untuk perencanaan strategis juga
diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan data yang akurat. Selain itu,
keamanan data dan privasi juga merupakan kebutuhan masyarakat. Masyarakat ingin merasa aman
ketika menggunakan aplikasi SISUKMA dan yakin bahwa data mereka tidak akan disalahgunakan.

Kemudahan penggunaan aplikasi dan kompatibilitas dengan perangkat berbagai juga sangat
penting untuk memastikan bahwa semua masyarakat dapat mengakses aplikasi dengan mudah. Dalam
jangka panjang, aplikasi SISUKMA diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak
dan kewajiban mereka, mengembangkan budaya transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan
kesempatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini akan membantu
menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan transparan. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Bapak Drs. Junaedi bahwa:

“Tujuan utama kami adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi

kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif dan efisien...lebih mengarah pada pemerintahan

yang lebih responsif, efektif, dan transparan." (wawancara bersama Bapak Drs. Junaedi, Selasa

22 Oktober 2024, Pukul: 10.20 WIB).

Lebih lanjut Sekretaris Daerah Kota Bekasi Bapak Drs. Junaedi menyatakan bahwa aplikasi
SISUKMA ini mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut petikannya.

“Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kebutuhan dan keluhan mereka

secara mudah dan cepat. Kami juga dapat mengukur kualitas pelayanan publik dan melakukan

evaluasi untuk perbaikan" (wawancara bersama Bapak Drs. Junaedi, selasa 22 Oktober 2024,

Pukul: 10.20 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya aplikasi ini
kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kota Bekasi dapat optimal
serta memiliki kebermanfaatan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara bersama Kepala Bagian TU
Bapak Zalaludin:

“Masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan waktu, dan biaya.

Mereka juga dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, Kami juga menggunakan

teknologi enkripsi dan autentikasi yang canggih untuk melindungi data masyarakat. Kami juga

memiliki kebijakan privasi yang ketat” (wawancara bersama Bapak Zalaludin, Rabu 23 Oktober

2024, Pukul: 14.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disintesa bahwa bagi masyarakat jika menggunakan
aplikasi ini untuk mengukur kinerja pelayanan publik jangan pernah takut karena pihak SKPD
menjamin dan memastikan keamanan data bagi masyarakat atau siapapun yang menggunakan aplikasi
ini. Maka dapat dikatakan bahwa penerapan aplikasi SISUKMA merupakan langkah strategis untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti terhadap Efektifitas
Aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SISUKMA) Dalam Meningkatkan Pelayanan Di

Sekretariat Daerah Kota Bekasi, maka disimpulkan bahwa: Efektivitas aplikasi Sistem Survei Kepuasan
Masyarakat (SISUKMA) dalam meningkatkan pelayanan Di Sekretariat Daerah Kota Bekasi sudah
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cukup efektif. Hal ini terlihat dari lima dimensi efektivitas menunjukan 3 dimensi yaitu tepat sasaran,
tepat waktu dan perubahan nyata sudah efektif. Namun pada 2 dimensi yaitu pemahaman program dan
tercapainya tujuan menunjukan hasil yang kurang efektif.

Faktor penghambat efektivitas aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SISUKMA) dalam
meningkatkan pelayanan Di Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah: a) Keterbatasan jumlah sumber
daya manusia, sehingga pembagian tugas pelayanan aduan menjadi kurang optimal; b) Kurangnya
kesadaran masyarakat dalam ikuta aktif pelaksanaan SKM dengan aplikasi SISUKMA; ¢) Koneksi
internet tidak stabil, kondisi ini menyebabkan kurang optimalnya aplikasi SISUKMA; d) Keterbatasan
kompetensi pegawai, masih adanya pegawai yang belum begitu paham tentang aplikasi SISUKMA.

Strategi yang dapat dijadikan prioritas dalam mengatasi faktor penghambat efektivitas aplikasi
Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SISUKMA) dalam meningkatkan pelayanan Di Sekretariat Daerah
Kota Bekasi yaitu dengan strategi growth oriented strategy yang menitik beratkan pada strengths -
opportunities (S-O) dengan cara: a) Mengoptimalkan pengumpulan data; b) Meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas; c) Meningkatkan efisiensi pelayanan publik; d) Membangun kepercayaan masyarakat
lebih optimal.
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